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Kemajuan dan keberhasilan yang telah kita

capai ini merupakan rahmat Allah Yang Maha
Kuasa, serta buah karya dan hasil kerja keras kita
bersama.

Di penghujung pendapat akhir ini, saya ingin
mengajak kita semua untuk bersyukur kehadirat
Allah SWT, karena sejak proses perencanaan,
pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban APBD
Tahun Anggaran 2019 dapat terlaksana dengan baik
dan Pemerintah Kabupaten Rembang mendapatkan
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
untuk kedua kalinya. Tentunya kita berharap, dan
bertekad, agar setiap tahun kita selalu
mendapatkan Opini WTP tersebut.

Demikian Pendapat Akhir atas hasil
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2019, yang
telah kita setujui bersama untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah.
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Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan

kepada kita dalam membangun Kabupaten
Rembang yang Sejahtera.
Sekian, terima kasih

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

BUPATI REMBANG

(7 H-ABDUL HAFIDZ S.Pd \z~



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAIILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (1}Txuruf d Undang-Undang

Mengingat

1.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang & Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun dan
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Pendapatan Daerah, rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah,
dan rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;

. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;
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11.

12.
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14.

15.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan

Negara;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

-Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan N asional;

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Uridang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; ’



16.

it

18.

Memperhatikan:

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2019.

1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada
tanggal 25 Juni 2020;

2. Pendapat akhir Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 25
Juni 2020;

3. Pembicaraan - pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tangal 25
Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Raneangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
tentang Pertanggungjawalban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2019 beserta lampiran-lampirannya untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah;

Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU
Keputusan ini kepada Bupati Rembang;

Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana laporan
Badan Anggaran untuk ditindaklanjuti;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Juni 2020.

Ketua,

‘ akﬂan Rakyat Daerah
Naten Rembang




16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan: 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada
tanggal 25 Juni 2020;

2. Pendapat akhir Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 25
Juni 2020;

3. Pembicaraan - pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tangal 25

Juni 2020.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU © Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2019 beserta lampiran-lampirannya untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah;

KEDUA . Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU
Keputusan ini kepada Bupati Rembang;

KETIGA : Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana laporan
Badan Anggaran untuk ditindaklanjuti; '

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Juni 2020.




BERITA ACARA

NOMOR :
NOMOR :

900 /128272020
800/ 1872020

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pada Hari ini Kamis tanggal Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua
Puluh kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.!

2. H. MAJID KAMIL MZ

3. M. BISRI CHOLIL LAQUF

4. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO,S.E :

5. RIDWAN,S.H. M.H.

: Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Rembang yang beralamat di
jalan P. Diponegoro No 90 Rembang
selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA .

: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang.

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang .

Wakii Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang.

: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Deaerah Kabupaten Rembang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2019 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan
perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini;



2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk

mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja setelah ditanda
tangani Persetujuan Bersama ini _

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 25 Juni 2020
BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.i

KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG

H. MAJID KAMIL M2

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG

M. BISRI CHOLIL LAQUF
WAKIL KETUA DPR BUPATEN

cv\"p

SUPRIWADI EKO PRAPTOPAO,S.E.

IL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG

// RIDWAN, S.H.M.H.
I







